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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Putusan hakim terhadap perkara impor gula pascapemberian abolisi 

kepada Thomas Trikasih Lembong tetap didasarkan pada fakta 

persidangan, alat bukti, serta peran masing-masing terdakwa. 

Pemberian abolisi tidak menentukan benar atau salahnya perbuatan 

penerima abolisi, melainkan hanya menghentikan proses 

penuntutan terhadap yang bersangkutan, sehingga tidak 

mempengaruhi pemeriksaan dan putusan hakim terhadap terdakwa 

lainnya. 

2. Pertimbangan hakim terhadap terdakwa lain tetap dilakukan secara 

mandiri sesuai dengan keterlibatan masing-masing pihak. 

Pemberian abolisi bersifat spesifik dan hanya berlaku bagi pihak 

yang secara khusus disebut dalam keputusan presiden, sehingga 

tidak mempengaruhi pemeriksaan dan putusan terhadap terdakwa 

lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tetap bersikap 

konsisten dan independen dalam menjalankan fungsi peradilan.  
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diajukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Dalam praktik peradilan ke depan, putusan dalam perkara impor 

gula yang berkaitan dengan pemberian abolisi terhadap Thomas 

Trikasih Lembong dapat dijadikan rujukan dalam menangani 

perkara serupa. Selain itu, Mahkamah Agung dapat 

mempertimbangkan penyusunan pedoman atau peraturan yang 

mengatur kedudukan pemberian abolisi dalam perkara yang 

melibatkan lebih dari satu pelaku, sehingga hakim memiliki acuan 

yang lebih jelas dalam memeriksa dan memutus perkara yang 

berkaitan dengan pemberian abolisi di masa mendatang.  

2. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang melibatkan 

lebih dari satu terdakwa, khususnya dalam konteks pemberian 

abolisi kepada salah satu pihak, perlu tetap mempertahankan 

konsistensi dan independensi dalam menilai peran serta masing-

masing terdakwa. Selain itu, hakim juga perlu menguraikan 

pertimbangan hukum secara lebih menyeluruh dan sistematis, 

khususnya terkait hubungan antara pelaku utama dan pelaku turut 

serta, agar putusan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan 

keadilan, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan 

menghindari potensi perdebatan di kemudian hari.
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Hukum Online, PSHK: Abolisi dan Amnesti Tom Lembong-Hasto Kristiyanto 

Preseden Buruk Penegakan Hukum Kasus Korupsi, 

https://www.hukumonline.com/berita/a/pshk--abolisi-dan-amnesti-tom-

lembong-hasto-kristiyanto-preseden-buruk-penegakan-hukum-kasus-

korupsi-lt688ef44b2cfa7/ , diakses 23 Februari 2026.  

METRO TV, BREAKING NEWS – KONPERS DPR & MENHUM: 

PEMBERIAN ABOLISI TOM LEMBONG & AMNESTI HASTO 

KRISTIYANTO, YouTube, https://www.youtube.com/live/XUn4NSw-D-

g?si=RGciajLN5z_mkcFf, diakses 9 Maret 2026. 

Novianti Setuningsih, Apa Itu Abolisi yang Diberikan kepada Tom Lembong dan 

Bagaimana Prosedurnya?, 

https://nasional.kompas.com/read/2025/07/31/21180631/apa-itu-abolisi-

yang-diberikan-kepada-tom-lembong-dan-bagaimana-

prosedurnya?page=all, diakses 26 Oktober 2025.  

Raden Putri Alpadillah Ginanjar, Bagaimana Status Tersangka Lain dalam Kasus 

Korupsi Impor Gula setelah Tom Lembong Bebas?, 

https://www.tempo.co/hukum/bagaimana-status-tersangka-lain-dalam-

kasus-korupsi-impor-gula-setelah-tom-lembong-bebas--2054636, diakses 

27 Oktober 2025.  

Redaksi, Majelis Hakim Akan Bacakan Vonis 9 Pengusaha Kasus Impor Gula 

Pada 30 Oktober, https://www.hariansib.com/nasional/434556/majelis-

hakim-akan-bacakan-vonis-9-pengusaha-kasus-impor-gula-pada-30-

oktober/all/, Diakses 09 Desember 2025.  

Shela Octavia dan Ardito Ramadhan, Nasib Terdakwa Kasus Impor Gula, Tetap 

Diproses Hukum Saat Tom Lembong Dapat Abolisi, 

https://nasional.kompas.com/read/2025/08/06/08140881/nasib-terdakwa-

kasus-impor-gula-tetap-diproses-hukum-saat-tom-lembong-

dapat?page=all, diakses 27 Oktober 2025.  

Shela Octavia dan Danu Damarjati, 10 Pengusaha Gula Divonis Bui Usai Tom 

Lembong Bebas Via Jalur Abolisi, 

https://nasional.kompas.com/read/2025/10/31/10593771/10-pengusaha-

gula-divonis-bui-usai-tom-lembong-bebas-via-jalur-abolisi?page=all, 

Diakses 09 Desember 2025. 

Warta, Hotman Paris Desak Abolisi Untuk Terdakwa Korupsi Impor Gula 

Lainnya, https://bisnis-surabaya.com/2025/08/02/hotman-paris-desak-

abolisi-untuk-terdakwa-korupsi-impor-gula-lainnya/, Diakses 09 

Desember 2022.  
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Sumber Hukum Lainnya 

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

139/PIMP/IV/2024–2025 tentang Pertimbangan Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia terhadap Permohonan Abolisi untuk Thomas 

Trikasih Lembong. 

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, 

dan Rehabilitasi, 2022. 

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN 

Jkt.Pst. 

Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS-06/M.1.10/Ft.1/02/2025. 

Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-43/Pres/07/2025 tentang Permintaan 

Pertimbangan DPR RI terhadap Pemberian Abolisi kepada Thomas 

Trikasih Lembong, 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


